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BAB V 

PENUTUP 

5.1. KESIMPULAN 

Pertama, narkotika termasuk sebagai tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa 

atau yang sering dikenal dengan istilah “extra ordinary crime”, dikarenakan modus operandi yang 

semakin canggih, UU Narkotika kemudian mengatur mengenai penyidikan penyadapan 

(wiretapping), pembelian terselubung (under cover buy), dan penyerahan yang diawasi (controlled 

delivery), dan penyidikan lainnya untuk melacak dan membongkar peredaran dan penyalahgunaan 

narkotika. 

Hukum Acara Pidana mengandalkan pembuktian sebagai fondasi yang kuat supaya hakim dapat 

membuktikan apakah seseorang yang bersangkutan terbukti bersalah atau tidak dengan 

menggunakan 2 alat bukti sah seperti yang diatur dengan pasal 184 KUHAP. 

Pasal 184 KUHAP tidak mengatur alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah bagi 

hukum acara pidana. 

Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan pesat, lambat laun alat bukti 

elektronik mulai diakui dalam persidangan. Tetapi di sisi lain, hasil penyadapan yang merupakan 

salat bukti elektronik tidak bisa berdiri sendiri karena harus disertai dengan alat bukti lain seperti 

keterangan ahli yang akan digunakan untuk menyampaikan keterangan terhadap validitas alat 

bukti elektronik dan alat bukti lain yang sudah diatur dengan pasal 86 Undang-Undang Narkotika, 

sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan narkotika. 

Berdasarkan pasal 184 KUHAP, keterangan saksi adalah alat bukti yang sah, sehingga dengan 

munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII-2010, definisi saksi dan 

keterangan saksi mengalami perluasan, sehingga ada peluang terhadap testimonium de auditu yang 

bertentangan dengan ketentuan dari pasal 1 angka 26, pasal 1 angka 27, dan pasal 185 ayat (1) 

KUHAP beserta penjelasannya. Maka dari itu, keterangan saksi dari Penyidik Badan Narkotika 

Nasional yang mendengar rekaman hasil penyadapan dan disampaikan kembali secara lisan 

menjadi alat bukti sah setelah putusan ini disahkan. 

Kedua, penyadapan adalah tindakan yang dilakukan oleh BNN agar tindak pidana narkotika dapat 

terungkap, dan penyadapan harus memenuhi ketentuan yang sudah diatur oleh Undang-Undang 

Narkotika. Apabila terjadi tindakan penyadapan yang dilakukan sebelum terjadi dugaan tindak 

pidana narkotika dan hasil penyadapan tersebut dapat dianggap sebagai unlawful legal evidence, 
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dan alat sadap BNN berada di bawah pengawasan Kemenkominfo dan mengetahui jika terjadi 

penyadapan yang melanggar ketentuan UU Narkotika. 

Penyidik bisa memperoleh alat bukti selain yang dimaksud dalam KUHAP, dan hal ini sudah diatur 

dengan pasal 86 ayat (1) UU Narkotika. 

Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, majelis hakim memiliki 

pertimbangan terhadap bukti penyadapan berupa rekaman pembicaraan sesuai dengan hukum 

pembuktian, sebagai berikut: 

- Hukum pembuktian menyatakan bahwa rekaman pembicaraan adalah real evidence atau 

physical evidence. Barang bukti adalah benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak 

pidana atau benda yang diperoleh dari suatu tindak pidana. 

- Maka dari itu, rekaman pembicaraan dapat dianggap sebagai barang bukti yang 

menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Muncul persoalan baru, apakah 

hukum acara pidana beranggapan bahwa rekaman pembicaraan menjadi alat bukti yang 

sah? Untuk menentukan nilai rekaman pembicaraan agar menjadi alat bukti yang sah, 

digunakan parameter dari hukum pembuktian pidana, yaitu bewijsvoering yang 

memberikan uraian terhadap bagaimana cara mengemukakan alat bukti kepada hakim di 

pengadilan. 

- Jika instansi penegak hukum terbukti menggunakan alat bukti yang didapat melalui cara 

tidak sah atau yang sering dikenal dengan istilah unlawful legal evidence, hakim dapat 

mengesampingkan bukti dimaksud dan tidak memiliki nilai pembuktian. 

Jika hakim menemukan unlawful legal evidence, maka hakim bisa menolak bukti tersebut 

karena tidak sah secara peraturan perundang-undangan. 

5.2 SARAN 

Pertama, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII-2010 yang bersifat 

erga omnes, sehingga putusan ini mengikat Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya, 

sebaiknya dalam pembuktian terhadap tindak pidana narkotika, hakim terlebih dahulu menerima 

keterangan testimonium de auditu. Hakim memiliki keputusan sendiri untuk menerima atau 

menolak suatu testimonium de auditu. Mengingat bahwa KUHAP tidak mengenal testimonium de 

auditu, sebaiknya segera dilakukan perubahan terhadap KUHAP agar dapat memberikan kepastian 

terhadap penggunaan dari testimonium de auditu terhadap pembuktian perkara yang berkaitan 

dengan tindak pidana narkotika. 

Undang-Undang Narkotika harus dirubah, dikarenakan undang-undang ini tidak mengatur 

mengenai siapa saja yang boleh didengarkan keterangannya sebagai saksi dan persyaratan yang 
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harus dimiliki agar memenuhi kualifikasi untuk menjadi saksi dalam perkara tindak pidana 

narkotika. 

Kedua, UU Narkotika hanya memberikan pengertian terhadap penyadapan sebagai suatu kegiatan 

dalam penyelidikan dan/atau penyidikan, dan persyaratan yang harus dimiliki supaya penyadapan 

dapat dilakukan dalam rangka mengungkapkan tindak pidana narkotika. 

Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, hanya dikenal 5 alat bukti yang telah diatur oleh pasal 

184 KUHAP berupa: 

1. keterangan saksi 

2. keterangan ahli 

3. surat 

4. petunjuk 

5. keterangan ahli 

Maka diperlukan perubahan terhadap KUHAP dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

karena KUHAP tidak mengklasifikan alat bukti elektronik sebagai alat bukti sah yang bisa 

dipergunakan dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, dan UU Narkotika tidak mengatur 

mengenai sanksi untuk penyidik BNN yang melakukan penyadapan tidak sah. 

Karena pengaturan mengenai penyadapan di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berbeda, seharusnya dikumpulkan menjadi satu peraturan yang mengatur 

penyadapan secara khusus sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara penyadapan yang diatur 

oleh peraturan perundang-undangan yang lain dan penyadapan menurut UU Narkotika. 
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Cara Kerja BNN. 

Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 

tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penyadapan yang Sah Atas Informasi Berbasis 

INTERNET PROTOCOL. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. 

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN. 

Undang-Undang Dasar 1945. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Badan Intelijen Negara. 

 

PUTUSAN PENGADILAN 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII-2010 tentang Pengujian Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. 
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